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ABSTRAK 
 
 
LA RUSMAN (B 111 10 310), dengan judul “Tinjuan Kriminologis 
Terhadap Kejahatan Perjudian di Kota Bau-Bau (Tahun 2009-2013)”. 
Di bawah bimbingan Bapak H. M. Said Karim, selaku Pembimbing I dan 
Bapak Kaisaruddin Kamaruddin selaku Pembimbing II.  
 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan 
terjadinya kejahatan perjudian dan kendala-kendala yang dialami oleh 
aparat penegak hukum untuk memberantas  kejahatan perjudian di Kota 
Bau-Bau.  
 
Penelitian ini dilakukan di Kota Bau-Bau, dengan memilih tempat 
penelitian di Kepolisian Resort Bau-Bau, Kejaksaan Negeri Bau-Bau, dan 
Pengadilan Negeri Bau-Bau bertujuan untuk mendapatkan data primer 
dan sekunder. Data diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan 
data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen.  
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan 
terjadinya kejahatan perjudian di Kota Bau-Bau, meliputi faktor internal 
dalam diri pelaku dan faktor eksternal dari luar diri pelaku. Faktor internal 
antara lain : 1. Faktor Ekonomi; 2. Faktor iseng atau coba-coba. Faktor 
eksternal antara lain: 1. Faktor lingkungan; 2. Kurangnya ketersediaan 
lapangan kerja dan tingginya angka pengangguran; 3. Kurangnya sumber 
daya manusia yang memiliki keterampilan; dan 4. Bandar judi yang belum 
pernah tertangkap. Adapun kendala-kendala yang dialami aparat 
kepolisian yaitu dalam memberantas kejahatan perjudian adalah : 1. 
Kurangnya informasi dari masyarakat untuk memberikan laporan kepada 
kepolisian terkait kejahatan perjudian; 2. Perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan modus kejahatan 
perjudian semakin canggih sehingga sulit terlacak; dan 3. Pelaksaanaan 
kejahatan perjudian yang semakin rapi sehingga pelaku perjudian 
semakin sulit terdeteksi. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Pada zaman modern sekarang ini, pertumbuhan dan 
perkembangan manusia seakan tidak mengenal batas ruang dan 
waktu karena didukung oleh derasnya arus informasi dan pesatnya 
perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Indonesia sebagai 
salah satu negara berkembang yang berada di dalam kawasan Asia-
Pasifik tentu saja tidak terlepas dari hal itu. 
 Penemuan baru dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi akan 
membawa pengaruh langsung terhadap pandangan hidup manusia, 
yang akhirnya dapat merubah cara hidup manusia. Perubahan-
perubahan ini selalu dengan timbulnya kepentingan-kepentingan baru 
untuk kelangsungan hidupnya, memerlukan perlindungan terhadap 
gangguan-gangguan yang mungkin datang dari sesama manusia. 
Kualitas dan kuantitas kejahatan tersebut semakin meningkat dengan 
modus operandi yang lebih bervariasi dan canggih. 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut secara 
langsung menyebabkan pesatnya kemajuan dalam kehidupan 
bermasyarakat di Indonesia. Seiring dengan perkembangan tersebut, 
maka kebutuhan masyarakat pun semakin meningkat baik dalam 
bidang ekonomi, sosial, politik, dan bidang-bidang lainnya serta 
menuntut penegakan hukum yang berkualitas.  
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Indonesia merupakan negara berkembang yang berdasarkan 
atas hukum, dan pancasila merupakan sumber dari segala sumber 
hukum. sedangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
1945 merupakan hukum dasar yang terdiri dari pembukaan, batang 
tubuh, dan penjelasan. 
Di samping Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
1945 berlaku pula hukum dasar yang tidak tertulis , yaitu aturan-aturan 
yang timbul dalam praktek penyelenggaraan negara.  
Pembangunan nasional dilaksanankan dalam rangka 
pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh 
masyarakat indonesia, dengan demikian tujuan utamanya adalah 
mewujudkan masyarakat adil dan makmur yakni kemajuan lahiriah dan 
batiniah dalam rangka keselarasan, keserasian dan keseimbangan 
mencakup keadaan sejahtera bagi setiap individu, keluarga, dan 
masyarakat yang mencerminkan  terciptanya kondisi sosial masyarakat 
yang sehat dan dinamis, sehingga pembangunan yang dilakukan 
haruslah berorientasi pada tercapainya manusia Indonesia yang sehat, 
mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
Pembangunan nasional telah menghasilkan banyak kemajuan, 
antara lain dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Kemajuan 
pembangunan yang telah dicapai, didorong oleh kebijakan 
pembangunan di berbagai bidang. Akan tetapi, sampai saat ini masih 
banyak pula tantangan atau persoalan. 
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Selain itu, pembangunan nasional lebih cenderung kepada 
pembangunan sarana dan prasarana fisik dan cenderung 
mengabaikan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Hal ini 
mengakibatkan belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan 
bagi masyarakat bawah, sehingga banyak bermunculan anak-anak 
putus sekolah, biaya pendidikan dari tahun ke tahun semakin 
meningkat, pelayanan kesehatan yang belum merata, dan masalah-
masalah besar lainnya.  
Di bidang hukum sendiri, perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi serta rendahnya kualitas sumber daya manusia 
menyebabkan beberapa kejahatan mengalami perkembangan yang 
pesat, dan salah satunya adalah kejahatan perjudian.  
Tidak ada yang tahu jelas kapan kejahatan perjudian dimulai 
pertama kali. Akan tetapi di Indonesia sendiri perjudian telah ada 
bahkan jauh sebelum bangsa Belanda dibawah pimpinan Cornelis De 
Houtman menginjakkan kakinya di Nusantara pada tahun 1596.  Pada 
umumnya, dulu perjudian selalu terkait dengan dunia malam dan 
hiburan. Di bawah kekuasaan Belanda di Indonesia, judi berlangsung 
dengan sebuah ordonansi yang dikeluarkan residen setempat. Sabung 
ayam merupakan bentuk permainan judi  tradisional dan banyak 
dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Ketika VOC bercokol, untuk 
memperoleh penghasilan pajak yang tinggi dari pengelola rumah-
rumah judi tersebut, maka pemerintah VOC memberi izin pada para 
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Kapitan Tionghoa untuk membuka rumah judi sejak 1620. Rumah judi 
itu bisa berada di dalam ataupun di luar benteng Kota Batavia. 
Dewasa ini, berbagai macam dan bentuk perjudian sudah 
demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang 
bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Mulai 
dari dunia nyata, bahkan sampai dunia maya. Perjudian seolah-oleh 
bukan dianggap lagi sebagai hal yang buruk dan masyarakat seolah-
olah telah memandang perjudian sebagai sesuatu hal wajar, sehingga 
tidak perlu lagi dipermasalahkan. Sehingga yang terjadi di berbagai 
tempat sekarang ini banyak dibuka agen-agen judi togel dan judi-judi 
lainnya yang sebenarnya telah menyedot dana masyarakat dalam 
jumlah yang cukup besar. Sementara itu di sisi lain, memang ada 
kesan aparat penegak hukum kurang begitu serius dalam menangani 
masalah perjudian.  
Perjudian merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi 
masyarakat Indonesia saat ini dan memiliki dampak yang sangat buruk 
bagi masyarakat karena tindak pidana perjudian merupakan  salah 
satu tindak pidana yang bertentangan dengan norma-norma yang ada 
dalam masyarakat maupun norma hukum yang berlaku. Selain itu, 
masyarakat telah menganggap judi sebagai salah satu cara untuk 
mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa harus bersusah payah. 
Pemerintah pun telah melakukan berbagai cara dalam 
penanganan perjudian yang saat ini tetap hidup dalam masyarakat. 
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Meski pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang 
bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum. 
Namun perjudian masih menunjukkan eksistensinya, dulunya hanya 
terjadi dikalangan orang dewasa pria. Sekarang sudah menjalar ke 
berbagai elemen masyarakat anak-anak dan remaja yang tidak lagi 
memandang baik pria maupun wanita. 
Di Indonesia, ketentuan mengenai pemberantasan perjudian 
telah ada sejak dulu dengan diundangkannya  Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Di dalam aturan 
penjelasan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 dijelaskan sebagai 
berikut: 
“Pemerintah harus mengambil langkah dan usaha untuk 
menertibkan dan mengatur kembali perjudian, membatasinya 
sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju ke 
penghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia. 
Penjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang 
manunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari 
generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Oleh 
karena itu pada tingkat dewasa ini perlu diusahakan agar 
masyarakat menjauhi melakukan perjudian, perjudian terbatas 
pada lingkungan sekecil-kecilnya, dan terhindarnya ekses-ekses 
negatif yang lebih parah, untuk akhirnya dapat berhenti 
melakukan perjudian. 
Maka untuk maksud tersebut perlu mengklasifikasikan segala 
macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan 
memberatkan ancaman hukumannya, karena ancaman 
hukuman yang sekarang berlaku ternyata sudah tidak sesuai 
lagi dan tidak membuat pelakunya jera. 
Selanjutnya kepada Pemerintah ditugaskan untuk menertibkan 
perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang-undang ini, 
antara lain dengan mengeluarkan peraturan perundang-
undangan yang diperlukan untuk itu.” 
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Pemerintah Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk 
mencegah dan menanggulangi perjudian. Pemerintah Indonesia yang 
dimaksud di sini adalah pihak aparat penegak hukum, yang termasuk 
di dalamnya adalah polisi, jaksa, dan hakim. Polisi sebagai aparat 
penegak hukum, mempunyai tanggung jawab yang berat untuk 
menanggulangi kejahatan perjudian ini. Tentunya dengan menerapkan 
peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada di 
Indonesia maka diharapkan kepolisian mampu untuk melakukan upaya 
pencegahan/preventif dan bahkan menanggulanginya sehingga tidak 
ada lagi kejahatan perjudian di Indonesia. 
Masalah perjudian sudah diatur dalam peraturan perundang-
undangan, tetapi baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(yang selanjutnya disingkat KUHPidana) maupun Undang-Undang 
Nomor 7 tahun 1974 ternyata masih mengandung beberapa 
kelemahan. Adapun beberapa kelemahannya sebagai berikut: 
1. Perundang-undangan hanya mengatur perjudian yang dijadikan 
mata pencaharian, sehingga kalau seseorang melakukan perjudian 
yang bukan sebagai mata pencaharian maka dapat dijadikan celah 
hukum yang memungkinkan perjudian tidak dikenakan hukuman 
pidana. 
2. Perundang-undangan hanya mengatur tentang batas maksimal 
hukuman, tetapi tidak mengatur tentang batas minimal hukuman, 
sehingga dalam praktek peradilan, majelis hakim seringkali dalam 
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putusannya sangat ringan hanya beberapa bulan saja atau malah 
dibebaskan. 
Meskipun telah dilarang dan diancam dengan hukuman yang 
lebih berat, perjudian masih saja merajalela di masyarakat. Hal itu 
antara lain karena manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus 
dipenuhi, sedangkan di sisi lain tidak setiap orang dapat memenuhi hal 
itu karena berbagai sebab. Bahkan dari hari ke hari terdapat 
kecenderungan perjudian semakin marak dengan berbagai bentuknya 
dan yang dilakukan secara terbuka maupun secara terselubung serta 
tersembunyi, sehingga aparat kesulitan memberantasnya. 
Di Kota Bau-Bau sendiri, keberadaan kejahatan perjudian telah 
menyebar luas dan berada pada taraf yang sangat memprihatinkan. 
Para pelaku perjudian sudah tidak mengenal usia, jenis kelamin, 
pekerjaan, pengangguran bahkan sampai oknum PNS. Perjudian 
bahkan sudah tidak mengenal waktu dan tempat lagi. 
Harian Bau-Bau Pos tanggal 14 Februari 2014 menyebutkan 
bahwa Delapan orang yang tercatat sebagai PNS Kota Bau-Bau 
tertangkap basah sedang asik bermain di warung samping Kantor 
Walikota Bau-Bau saat jam kantor, pukul 12.00 Wita, Kamis (13/2). 
Kedepalan PNS tersebut akhirnya diamankan polisi bersama satu 
orang pekerja swasta serta satu honorer yang juga ikut bermain judi.  
Penangkapan tersebut dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Polsek 
Wolio, Bripka Asraruddin. Penangkapan pelaku judi tersebut sempat 
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membuat geger sejumlah PNS di Kantor Walikota sehingga 
berhamburan keluar untuk melihat kejadiannya.  
Para pelaku ditangkap tanpa perlawanan, lalu digiring ke Polsek Wolio 
untuk diperiksa.   
Menyadari akan pentingnya penanggulangan dan 
pemberantasan terhadap tindak pidana perjudian ditengah-tengah 
rendahnya kepedulian masyarakat dan lemahnya penegakan hukum 
yang ada, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian 
tentang “ TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN 
PERJUDIAN DI KOTA BAU-BAU (TAHUN 2009-2013)” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian di atas, maka dikemukakan rumusan 
masalah sebagai berikut: 
1. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya 
kejahatan perjudian di Kota Bau-Bau? 
2. Kendala-kendala apakah yang dialami aparat penegak hukum 
dalam memberantas kejahatan perjudian di Kota Bau-Bau? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini yaitu: 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan 
perjudian di Kota Bau-Bau. 
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2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami aparat 
penegak hukum dalam memberantas kejahatan perjudian di 
Kota Bau-Bau. 
D. Kegunaan Penelitian 
Sejalan dengan tujuan penelitian diatas, hasil penelitian ini 
diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut: 
1. Penelitian ini berguna bagi pengembangan hukum pidana di 
Indonesia , khususnya di bidang kriminologi dengan mengetahui 
faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian. 
2. Penelitian ini berguna bagi para pengambil kebijakan dalam 
mengambil kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan 
serta dalam menyusun perangkat perundang-undangan yang 
lebih memadai berkaitan dengan penanggulangan perjudian. 
3. Sebagai acuan bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian 
serupa, secara lebih mendalam dan lebih berkualitas. 
4. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat dalam rangka 
memantapkan kepribadian dan mempertebal kesadaran hukum 
masyarakat. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kriminologi 
1. Pengertian kriminologi 
Istilah kriminologi berasal dari bahasa inggris criminology yang 
berakar dari bahasa latin yaitu dari kata crimen yang berarti kejahatan 
atau penjahat dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Dari 
pengertian itu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kriminologi 
adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Kriminologi baru 
berkembang pada tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi, 
psikologi, dan cabang-cabang ilmu yang mempelajari gejala/tingkah 
laku manusia dalam masyarakat. Nama kriminologi sendiri pertama kali 
ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi 
berkebangsaan Perancis. (Topo Santoso dan Eva Achjani 
Zulfa,2012:9) 
Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian 
kriminologi, berikut ini Penulis kemukakan pandangan yang 
dikemukakan para ahli, antara lain: 
Wilhelm Sauer (Kartini Kartono,1992:122) mengatakan 
kriminologi merupakan ilmu pengetahuan mengenai sifat-sifat 
jahat pribadi perorangan dan bangsa-bangsa berbudaya;dan 
objek penyelidikannya ialah kriminalitas dalam kehidupan 
perorangan, serta kriminalitas dalam kehidupan negara-negara 
dan bangsa-bangsa.  
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Menurut W.A Bonger (A.S. Alam, 2010:2)  kriminologi sebagai 
ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki segala kejahatan 
seluas-luasnya. 
 
Menurut Edwin Sutherland (A.S. Alam, 2010:1) Criminology is 
the body of knowledge regarding deliquency and crime as social 
phenomena” (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang 
membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala 
sosial). 
 
J. Constant (A.S Alam,2010:2), memandang bahwa kriminologi 
adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-
faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan 
penjahat. 
 
 Michael dan Adler (Topo Santoso dan Eva Achjani 
Zulfa,2012:12), berpendapat bahwa kriminologi adalah 
keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat-sifat dari 
para penjahat, lingkungan mereka, dan cara mereka secara 
resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat 
dan oleh para anggota masyarakat 
 
 Wood (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa,2012:12), 
berpendapat bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan 
pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau 
pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan 
penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat 
terhadap perbuatan jahat dan para penjahat 
 
 S. Seelig (Kartini Kartono,1992:123) , merumuskan kriminologi 
adalah gejala-gejala konkret, yaitu gejala badaniah dan 
rohaniah mengenai kejahatan. 
 
Mr. Paul Moedigdo Moelyono (Indah Sri Utari,2012:4) 
merumuskan kriminologi sebagai ilmu yang ditunjang oleh 
berbagai berbagai ilmu, yang membahas kejahatan sebagai 
masalah manusia. 
 
Soerdjono Dirdjosisworo (Indah Sri Utari,2012:4), 
mengartikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang 
mempelajari sebab, akibat, perbaikan, dan pencegahan 
kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun 
berbagai sumbangan-sumbangan ilmu pengetahuan. Tegasnya, 
kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab 
kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah 
kemungkinan timbulnya kejahatan. 
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Muhammad Mustofa (2013:3) menjelaskan kriminologi, dalam 
pengertian umum merupakan kumpulan ilmu pengetahuan yang 
mempelajari gejala kejahatan. Dalam pengertian umum ini kriminologi 
merupakan kajian dengan pendekatan multidisiplin. 
2. Ruang lingkup kriminologi 
Menurut A.S. Alam (2010:2-3) ruang lingkup pembahasan 
Kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu : 
1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making 
laws). Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana 
(process of making laws) meliputi :  
1) Definisi kejahatan  
2) Unsur-unsur kejahatan  
3) Relativitas pengertian kejahatan  
4) Penggolongan kejahatan  
5) Statistik kejahatan  
2. Etiologi kriminal, yang membahas yang membahas teori-teori 
yang menyebabkan terjadinya kejahatan (breaking of laws),  
Sedangkan yang dibahas dalam Etiologi Kriminal (breaking of 
laws) meliputi :  
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1) Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi  
2) Teori-teori kriminologi  
3) Berbagai perspektif kriminologi  
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the 
breaking of laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan 
kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga 
reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya 
pencegahan kejahatan (criminal prevention). Selanjutnya yang 
dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap 
pelanggar-pelanggar hukum (Reacting Toward the Breaking 
laws) meliputi :  
1) Teori-teori penghukuman  
2)  Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan 
baik berupa tindakan pre-emtif, preventif, represif, dan 
rehabilitatif . 
Wolfgang, Savitz dan johntson (Topo Santoso dan Eva 
Achjani Zulfa,2012:12) dalam the sociology of crime and 
deliquency memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan 
ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk 
memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala 
kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara 
ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, 
pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan 
kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap 
keduanya. Jadi , obyek studi kriminologi meliputi: 
1. Perbuatan yang disebut kejahatan 
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2. Pelaku kejahatan 
3. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan 
maupun terhadap pelakunya. 
B. Kejahatan Perjudian 
1. Pengertian Kejahatan 
Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang 
dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, itu sebabnya dalam 
keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu 
peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.  
Ada beberapa pengertian tentang kejahatan diantaranya adalah 
sebagai berikut:  
Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat 
tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap 
tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang 
jahat atau perbuatan yang jahat. Secara yuridis, Kejahatan diartikan 
sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh 
undang-undang. Disini diperlukan suatu kepastian hukum, karena 
dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak 
jahat.  
A.S. Alam (2010: 16-17) menjelaskan definisi kejahatan dari dua 
sudut pandang, yaitu : 
1. Dari sudut pandang hukum (a crime from the legal point ofview). 
Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah 
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laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya 
suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam 
perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai 
perbuatan yang bukan kejahatan.  
Sutherland (A.S. Alam, 2010:16) berpendapat bahwa Criminal 
behavior is behavior in violation of the criminal law No matter 
what the degree of immorality, reprehensibility or indecency of 
an act is not crime unless it is prohibitied by the criminal law. 
Contoh konkrit dalam hal ini adalah perbuatan seorang wanita 
yang melacurkan diri. Dilihat dari definisi hukum, perbuatan 
wanita tersebut bukan bukan kejahatan karena perbuatan 
melacurkan diri tidak dilarang dalam perundang-undangan 
pidana Indonesia. Namun, sesungguhnya perbuatan 
melacurkan diri sangat jelek dilihat dari sudut pandang agama, 
adat istiadat, kesusilaan, dan lain-lainnya.  
2. Dari sudut pandang masyarakat (a crime from the sociological 
point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah 
setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih 
hidup di dalam masyarakat. Contohnya bila seseorang muslim 
meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu 
merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat 
Islam, dan namun dari sudut pandang hukum bukan kejahatan. 
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Menurut Kartini Kartono (1992:121),kriminalitas atau kejahatan 
itu bukan merupakan peristiwa herediter (bawaan sejak lahir, warisan); 
juga bukan merupakan warisan biologis. Kejahatan atau tingkah laku 
kriminal itu bisa dilakukan siapapun juga, baik pria maupun wanita; 
anak, dewasa ataupun lanjut usia. Tindak kejahatan bisa dilakukan 
secara sadar; yaitu dipikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada 
suatu maksud tertentu secara sadar benar. Namun bisa juga dilakukan 
secara setengah sadar; misalnya didorong oleh impuls-impuls yang 
hebat, didorong oleh dorongan-dorongan paksaan yang kuat 
( kompulsi-kompulsi ), dan oleh obsesi-obsesi. Kejahatan bisa juga 
dilakukan secara tidak sadar sama sekali. Misalnya, karena terpaksa 
untuk mempertahankan hidupnya,  seseorang harus melawan dan 
terpaksa membalas menyerang, sehingga terjadi peristiwa 
pembunuhan.  
Lebih lanjut, Kartini Kartono (1992:122) menjelaskan bahwa 
crime  atau kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan 
norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. 
Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku 
yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merugikan 
masyarakat, a-sosial sifatnya dan melanggar hukum serta Undang-
Undang pidana. 
Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, 
perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial 
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psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma 
susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat ( baik yang 
telah tercantum maupun yang belum tercantum dalam undang-undang 
pidana). 
Pengertian kejahatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
adalah “perbuatan atau tindakan yang jahat” yang lazim orang ketahui 
atau mendengar perbuatan yang jahat seperti pembunuhan, pencurian, 
pencabulan, penipuan, penganiyaan dan lain-lain yang dilakukan oleh 
manusia. Kalau kita perhatikan rumusan dari pasal-pasal pada kitab 
undang-undang hukum Pidana. 
Menurut W.A. Bonger ( Yesmil Anwar dan Adang,2013:178), 
menyatakan bahwa:  
Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar 
mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian derita dan 
kemudian, sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum (legal 
definition)  mengenai kejahatan. 
 
Menurut Richard Quinney (Yesmil Anwar dan Adang, 2013 : 
178):  
Kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang 
diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang  
secara politis terorganisasi; kejahatan merupakan  suatu hasil 
rusmusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh 
orang lain; dengan demikian, kejahatan adalah sesuatu yang 
diciptakan.  
 
 Pengertian kejahatan menurut Paul Tappan (Sue Titus Reid, 
1979:5), sebagai berikut: 
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“Crime is an intentional act or omission in violation of criminal law 
(statutory or case law), comitted without defense or justification, and 
sanctioned by the state as a felony or misdemeanor.” 
 
Pada dasarnya kejahatan menurut Paul Tappan adalah 
perbuatan baik disengaja maupun tidak yang melanggar hukum dan 
diberikan sanksi oleh negara baik sebagai kejahatan berat maupun 
kejahatan ringan. 
Dalam pernyataannya, William Blackstone ( Herbert A. Bloch 
dan Gilbert Geis, 1962: 33 ) menyatakan: 
“A crime is an act commited or omitted in violation of a public law 
either forbidding or comanding it.” 
 
Kejahatan adalah gambaran perilaku yang bertentangan 
dengan kepentingan kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan 
untuk membentuk kebijakan publik, atau perumusan pelanggaran 
hukum merupakan perumusan tentang perilaku yang bertentangan 
dengan kepentingan pihak pihak yang membuat perumusan. Dilihat 
dari segi sosiologis, kejahatan merupakan salah satu jenis gejala 
sosial, yang berkenaan dengan individu atau masyarakat.  
2. Pengertian Perjudian 
Di dalam KUHPidana, tindak pidana kesopanan dalam hal 
perjudian dirumuskan dalam dua pasal, yaitu Pasal 303 KUHPidana 
dan Pasal 303 bis KUHPidana, yang kedua pasal itu merupakan 
kejahatan. 
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Adapun kejahatan perjudian yang dirumuskan dalam Pasal 303 
KUHPidana yang selengkapnya adalah sebagai berikut: 
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun 
atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, 
barangsiapa tanpa mendapat ijin : 
1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan 
kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya 
sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta 
dalam suatu perusahaan untuk itu. 
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan 
kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan 
sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan 
tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan 
adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. 
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai 
pencaharian. 
(2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam 
menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya 
untuk menjalankan pencaharian itu. 
(3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di 
mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung 
bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya 
lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala 
pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-
lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba 
atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya 
Dalam rumusan Pasal 303 KUHPidana, ada lima macam 
kejahatan mengenai hal perjudian (hazardspel) yang dimuat dalam 
ayat (1), yakni: 
1. Butir 1 ada dua macam kejahatan 
2. Butir 2 ada dua macam kejahatan  
3. Butir 3 ada satu macam kejahatan 
Sedangkan ayat (2) memuat tentang dasar pemberatan pidana 
dan ayat (3) menerangkan tentang pengertian permainan judi yang 
dimaksudkan oleh ayat (1). 
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Lima macam kejahatan perjudian di atas mengandung unsur 
tanpa izin. Pada unsur tanpa izin inilah melekat sifat melawan hukum 
dari semua perbuatan dalam  lima macam kejahatan mengenai 
perjudian itu. Artinya tiadanya unsur tanpa izin, atau jika telah ada izin 
dari instansi yang berhak memberi izin, semua perbuatan dalam 
rumusan tersebut tidak lagi atau hapus sifat melawan hukumnya dan 
oleh karena itu tidak dapat dipidana. 
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 
Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 
1974 tentang Penertiban Perjudian Pasal (1) ayat 1 yang rumusannya 
“Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian 
dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-
tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.” 
Berdasarkan pasal diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa 
segala bentuk dan jenis perjudian adalah tanpa izin dengan demikian 
maka segala jenis dan bentuk perjudian merupakan tindak pidana. Hal 
ini juga dijelaskan dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang 
Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang rumusannya: 
“Dengan demikian tidak ada lagi perjudian yang diizinkan, 
sehingga segala jenis perjudian merupakan tindak pidana 
kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian 
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3040).” 
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Menurut Adami Chazawi(2007:166) dalam rumusan Pasal 303 
ayat (3) KUHPidana di atas sebenarnya ada dua pengertian perjudian, 
yakni sebagai berikut: 
1. Suatu permainan yang kemungkinan mendapatkan untung 
bergantung pada perutungan atau nasib belaka. Pada 
macam perjudian ini menang atau kalah dalam arti 
mendapat untung atau rugi hanyalah bergantung pada 
keberuntungan saja atau secara kebetulan saja. Misalnya 
dalam permainan judi dengan alat dadu. 
2. Permainan yang kemungkinan mendapatkan untung atau 
kemenangan sedikit atau banyak bergantung pada 
kemahiran atau keterlatihan si pembuat. Misalnya permainan 
bola, permainan dengan memanah, bermain bridge atau 
domino. 
 
Selanjutnya dua pengertian perjudian diatas, diperluas juga 
pada dua macam pertaruhan, yaitu: 
1. Segala bentuk pertaruhan tentang keputusan perlombaan 
lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut 
berlomba atau bermain. Misalnya dua orang bertaruh 
tentang suatu pertandingan sepak bola antara dua 
keseblasan, dimana yang satu bertaruh dengan menebak 
keseblasan yang satu sebagai pemenangnya dan yang satu 
pada keseblasan lainnya. 
2. Segala bentuk pertaruhan lainnya yang tidak ditentukan. 
Dengan kalimat yang tidak menentukan bentuk pertaruhan 
secara limitatif, maka segala bentuk pertaruhan dengan cara 
bagimanapun dalam hal manapun adalah termasuk 
perjudian. Seperti beberapa permainan kuis untuk 
mendapatkan hadiah yang ditayangkan pada televisi 
termasuk juga perjudian menurut pasal ini. Tetapi permainan 
kuis itu tidak termasuk permainan judi yang dilarang, apabila 
terlebih dahulu telah mendapatkan izin dari instansi atau 
pejabat yang berwenang. 
 
Adapun kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 303 bis 
KUHPidana yang rumusannya sebagai berikut: 
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau 
pidana denda     paling banyak sepuluh juta rupiah :  
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1. Barangsiapa yang menggunakan kesempatan main judi 
yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 
KUHPidana;  
2. Barangsiapa ikut turut serta main judi di jalan umum atau di 
pinggir jalan umum atau  di tempat yang dapat dikunjungi 
umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang 
berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan 
perjudian itu 
(2) Jika ketika melakukan kejahatan itu belum lewat dua tahun 
sejak ada  pemidanaan  yang  menjadi tetap karena salah satu 
dari kejahatan ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama 
enam tahun, atau pidana denda paling banyak lima belas juta 
rupiah. 
  
Pada awalnya, rumusan kejahatan yang ada pada Pasal 303 bis 
KUHPidana berupa pelanggaran yang diatur dalam Pasal 542 
KUHPidana. Akan tetapi, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, maka Pasal 542 diubah 
menjadi kejahatan dan diletakkan pada Pasal 303 bis KUHPidana. 
Ancaman pidananya pun berubah dari sebelumnya berupa kurungan 
maksimum satu bulan atau denda maksimum Rp4.500,00 dinaikkan 
menjadi penjara maksimum empat tahun atau denda maksimum 
Rp10.000.000,00 
M. Sudrajat Bassar (1984:180) menyimpulkan berdasarkan 
pasal-pasal diatas bahwa tidaklah dilarang suatu permainan judi yang 
dilakukan dalam suatu rumah dengan tidak dapat dilihat dari jalan 
umum, oleh orang-orang yang khusus diundang untuk itu. 
Menurut Kartini Kartono (1992:51), perjudian adalah pertaruhan 
dengan sengaja; yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu 
yang dianggap bernilai, dengan adanya risiko dan harapan-
harapan tertentu pada peritiwa-peristiwa permainan, 
pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang 
tidak/belum pasti hasilnya.  
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3.   Unsur-Unsur Kejahatan Perjudian 
Berdasarkan rumusan kejahatan yang ada di dalam Pasal 303 
KUHPidana dan Pasal 303 bis KUHPidana di atas, maka kita dapat 
menyimpulkan terdapat tujuh macam kejahatan dalam hal perjudian, 
yaitu: 
1. Kejahatan pertama dimuat dalam Pasal 303 ayat (1) butir 1  
KUHPidana yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang yang tanpa 
izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan 
untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. 
Adapun unsur-unsur dari kejahatan ini yaitu: 
1) Unsur obyektif, meliputi: 
a. Barang siapa 
b. Tanpa izin 
c. Perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan 
kesempatan 
d. Kepada objek untuk bermain judi 
e. Dijadikan sebagai mata pencaharian 
2) Unsur subjektif, yaitu dengan sengaja 
Agar hakim dapat menyatakan pelaku terbukti memenuhi 
kesengajaan tersebut, hakim harus membuktikan tentang: 
a. Adanya kehendak atau maksud pelaku untuk menjadikan 
kesengajaan menawarkan atau memberikan kesempatan 
bermain judi itu sebagai suatu usaha 
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b. Adanya kehendak atau maksud pelaku untuk 
menawarkan atau memberikan kesempatan untuk 
bermain judi; 
c. Adanya pengetahuan pelaku bahwa yang ia tawarkan 
atau yang kesempatannya ia berikan itu adalah untuk 
bermain judi. 
Dalam kejahatan bentuk pertama ini si pembuat tidak 
melakukan bermain judi. Disini tidak ada larangan bermain judi, 
tetapi yang dilarang adalah Perbuatan menawarkan 
kesempatan dan memberikan kesempatan untuk bermain judi 
tersebut. 
2. Kejahatan kedua dimuat dalam Pasal 303 ayat (1) butir 1  
KUHPidana yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang yang tanpa 
izin dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha 
permainan judi. Adapun unsur-unsur kejahatan ini yaitu: 
1) Unsur-unsur objektif, meliputi: 
a. Barang siapa 
b. Tanpa izin 
c. Turut serta 
d. Dalam suatu kegiatan usaha permainan judi 
2) Unsur subjektif yaitu dengan sengaja 
Pada kejahatan bentuk kedua ini kita dapat menyimpulkan 
bahwa pelaku kejahatan ini adalah pelaku yang turut serta ikut 
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ikut terlibat dalam usaha perjudian yang disebutkan pada 
bentuk pertama yang diterangkan diatas. 
Agar terdakwa memenuhi unsur dengan sengaja diatas, baik 
penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan 
tentang: 
a) Adanya kehendak terdakwa untuk turut serta 
b) Adanya kehendak terdakwa untuk melakukan sesuatu 
c) Adanya pengetahuan terdakwa bahwa yang dilakukan 
oleh orang lain itu merupakan suatu kesengajaan 
menawarkan atau memberikan kesempatan untuk 
bermain judi, yang telah dilakukannya sebagai suatu 
usaha dan tanpa hak. 
3. Kejahatan bentuk ketiga diatur pada Pasal 303 ayat (1) butir 2 
KUHPidana yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang yang tanpa 
izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan 
kepada khalayak umum untuk bermain judi. Adapun unsur-unsur 
dari kejahatan ini yaitu: 
1) Unsur objektif, meliputi: 
a. Barang siapa 
b. Tanpa izin 
c. Menawarkan atau memberikan kesempatan 
d. Kepada khalayak umum 
e. Untuk bermain judi 
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2) Unsur subjektif yaitu dengan sengaja 
Agar terdakwa memenuhi unsur dengan sengaja ini, maka 
menuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan: 
a. Tentang adanya kehendak terdakwa untuk menawarkan 
atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. 
b. Tentang adanya kehendak atau setidak-tidaknya tentang 
adanya pengetahuan terdakwa, bahwa penawaran atau 
kesempatan untuk bermain judi itu telah ia berikan 
kepada khalayak ramai. 
Bentuk kejahatan ini sama dengan bentuk kejahatan pertama 
yaitu adanya unsur perbuatan menawarkan atau memberikan 
kesempatan. Sedangkan perbedaannya adalah pada bentuk 
pertama, perbuatan menawarkan dan memberikan kesempatan 
tersebut tidak disebutkan ditujukan kepada siapa. Oleh karena 
itu kejahatan bentuk pertama bisa saja ditujukan pada satu 
orang atau beberapa orang saja. Sedangkan pada bentuk 
ketiga kejahatannya ditujukan pada khalayak umum. Selain itu 
pada bentuk pertama kedua perbuatan itu dijadikan sebagai 
mata pencaharian. Sedangkan pada bentuk ketiga tidak 
disebutkan unsur dijadikan sebagai mata pencaharian 
4. Kejahatan bentuk keempat diatur pada Pasal 303 ayat (1) butir 2 
KUHPidana yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang yang 
27 
 
dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha 
perjudian tanpa izin. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 
1) Unsur objektif, meliputi: 
a. Barang siapa 
b. Tanpa izin 
c. Turut serta melakukan sesuatu 
d. Dalam perbuatan orang lain yakni tanpa hak 
menawarkan atau memberikan kesempatan untuk 
bermain judi kepada khalayak umum. 
2) Unsur subjektif yaitu dengan sengaja  
Untuk menyatakan terdakwa yang melakukan tindak pidana dan 
memenuhi unsur kesengajaan seperti yang dimaksud pada 
pasal ini, maka baik hakim maupun penuntut umum harus dapat 
membuktikan tentang: 
a. Adanya kehendak terdakwa untuk turut serta 
b. Adanya kehendak terdakwa untuk melakukan sesuatu 
c. Adanya pengetahuan terdakwa bahwa ia telah turut serta 
dalam perbuatan orang lain, yakni tanpa hak 
menawarkan atau memberikan kesempatan kepada 
khalayak ramai untuk bermain judi 
Kejahatan bentuk keempat ini hampir sama dengan kejahatan 
bentuk kedua perbedaannya hanyalah pada bentuk kedua, 
perbuatan turut sertanya itu ada pada kegiatan usahan 
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perjudian yang dijadikan sebagai mata pencaharian, sehingga 
kesengajaannya juga ditujukan pada mata pencaharian itu. 
Akan tetapi pada bentuk keempat ini, perbuatan turut sertanya 
ditujukan pada kegiatan usaha yang bukan sebagai mata 
pencaharian. 
5. Kejahatan bentuk kelima diatur dalam Pasal 303 ayat (1) butir 3 
KUHPidana yaitu kejahatan tanpa izin turut serta pada permainan 
judi sebagai pencaharian. Dengan demikian, pada kejahatan 
bentuk kelima ini hanya terdapat unsur-unsur objektif dan tidak 
ditemukan unsur subjektif. Adapun unsur unsurnya yaitu: 
1. Barang siapa 
2. Tanpa izin 
3. Turut serta 
4. Dalam permainan judi 
5. Sebagai mata pancaharian 
6. Kejahatan bentuk keenam diatur pada Pasal 303 bis ayat (1) butir 1  
KUHPidana yaitu kejahatan yang dilakuakan oleh orang yang 
bermain judi dengan menggunakan kesempatan yang diadakan 
dengan melanggar Pasal 303 KUHPidana. Pada bentuk kejahatan 
perjudian keenam ini terdapat unsur-unsur sebagai berikut: 
1. Barang siapa 
2. Menggunakan kesempatan berjudi 
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3. Dengan melanggar ketentuan yang yang diatur dalam 
Pasal 303 KUHPidana 
Dengan demikian, kita dapat menarik kesimpulan bahwa 
kejahatan keenam ini tidak mungkin terjadi jika 
sebelumnya tidak terjadi kejahatan pada pasal 303 
KUHPidana. 
7. Kejahatan bentuk ke tujuh diatur pada Pasal 303 bis ayat (1) butir 2 
KUHPidana yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang yang ikut 
serta bermain judi di jalanan umum, dipinggir jalan umum, atau 
ditempat lainnya yang yang dapat dikunjungi umum; kecuali ada 
izin dari penguasa dalam hal untuk mengadakan perjudian tersebut. 
Adapun unsur-unsur kejahatan bentuk ketujuh ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Barang siapa 
2. Turut serta berjudi 
3. Diatas atau ditepi jalan umum atau ditempat yang terbuka 
untuk umum 
4. Tanpa izin dari penguasa yang berwenang 
Berdasarkan uraian di atas, kita dapat melihat bahwa unsur 
perjudian yang pertama pada setiap jenis tindak pidana  perjudian 
adalah unsur barang siapa. Unsur ini menunjukkan orang , yang 
apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana pada 
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yang ada pada salah satu tindak pidana diatas, maka ia dapat disebut 
pelaku dari tindak pidana tersebut. 
Unsur kedua dari setiap jenis tindak pidana perjudian adalah 
unsur tanpa izin. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang 
Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, jelaslah bahwa 
setiap bentuk tindak pidana perjudian adalah tanpa izin. 
Pada tindak pidana bentuk keempat dan ketiga terdapat unsur 
menawarkan atau memberikan kesempatan. Menurut Adami Chazawi 
(2007:160), arti “menawarkan kesempatan” yaitu: 
“Menawarkan kesempatan bermain judi ialah si pembuat 
melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang 
atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan 
menyediakan tempat dan waktu tertentu. Dalam perbuatan ini 
mengandung pengertian belum ada orang bermain judi, hanya 
sekedar perbuatan permulaan pelaksanaan dari perbuatan 
memberikan kesempatan untuk bermain judi (perbuatan kedua).” 
 
“Perbuatan “memberi kesempatan” bermain judi, ialah si 
pembuat menyediakan peluang dengan sebaik-baiknya dengan 
menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi. Jadi disini 
telah ada orang yang bermain judi. Misalnya menyediakan atau 
menyewakan rumah atau kamar untuk orang yang bermain judi”. 
 
4. Jenis-jenis perjudian 
Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang 
Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), 
disebutkan beberapa bentuk dan jenis perjudian yaitu:  
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a. Di Kasino, antara lain terdiri dari :  
1) Roulette;  
2) Blackjack;  
3) Bacarat;  
4) Creps;  
5) Keno;  
6) Tombala;  
7) Super Ping-Pong;  
8) Lotto Fair;  
9) Satan;  
10) Paykyu;  
11) Slot Machine (Jackpot);  
12) Ji Si Kie;  
13) Big Six Wheel;  
14) Chuc a Cluck;  
15) Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan; 
Yang berputar (Paseran);  
16) Pachinko;  
17) Poker;  
18) Twenty One;  
19) Hwa-Hwe;  
20) Kiu-Kiu  
  
b. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri 
dariperjudian dengan: 
1) Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran 
yang tidak bergerak;  
2) Lempar gelang;  
3) Lempat uang (coin);  
4) Koin;  
5) Pancingan;  
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6) Menebak sasaran yang tidak berputar;  
7) Lempar bola;  
8) Adu ayam;  
9) Adu kerbau;  
10) Adu kambing atau domba;  
11) Pacu kuda;  
12) Kerapan sapi;  
13) Pacu anjing;  
14) Hailai;  
15) Mayong/Macak;  
16) Erek-erek.  
 
c. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara 
lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan: 
1) Adu ayam;  
2) Adu sapi;  
3) Adu kerbau;  
4) Pacu kuda;  
5) Karapan sapi;  
6) Adu domba atau kambing;  
7) Adu burung merpati;  
Tentang permainan mana yang dapat dipandang sebagai judi 
atau permainan judi, dalm berbagai arrest-nya Hoge Raad telah 
memandang sebagai judi atau permainan judi yakni: (P.A.F. Lamintang 
dan Theo Lamintang,2009:287) 
a. Permainan kim. Dalam permainan mana, disamping harus 
memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu, para pesertanya 
juga harus aktif melakukan sesuatu; 
b. Menebak hasil balapan kuda yang deselenggarakan di luar 
Negeri dengan totalisator 
c. Permainan dengan alat berupa balapan kuda-kudaan 
d. Permainan rolet 
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e. Alat permainan dimana sebuah peluru ditembakkan keluar 
melalui suatu permukaan yang letaknya miring yang 
bersentuhan dengan sejumlah titik persentuhan, keuntungan 
yang diperoleh dari permainan ini dapat berupa sejumlah 
keping permainan, yang memungkinkan orang untuk terus 
bermain tanpa membayar lagi. 
 
C. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan 
 Dewasa ini, banyak teori yang berkembang berhubungan 
dengan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Ahli biologi 
menjelaskan gejala kejahatan sebagai gejala biologis yang 
mempengaruhi tingkah laku manusia; ahli indokrinologi menduga 
adanya pengaruh kelenjar indokrin terhadap tingkah laku manusia; ahli 
psikologi menjelaskannya melalui aspek psikologis yang 
mempengaruhi tingkah laku manusia; psikiater menjelaskan gejala 
kejahatan dipengaruhi adanya gangguan jiwa pada pelakunya; dan ahli 
sosiologi menjelaskannya sebagai gejala sosial yang merugikan 
masyarakat. Teori-teori yang berkembang inipun tentu berbeda-beda 
antara yang satu dengan yang lainnya.  
Adapun faktor penyebab terjadinya kejahatan menurut 
beberapa teori yaitu sebagai berikut (Kartini Kartono,1992:136-150) :  
1. Teori teologis 
Teori ini menyatakan bahwa setiap orang normal bisa melakukan 
kejahatan sebab didorong oleh roh-roh jahat dan godaan setan/iblis 
atau nafsu-nafsu durjana angkara, dan melanggar kehendak Tuhan. 
2. Teori filsafat tentang manusia 
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Teori ini menyebutkan adanya dialetika antara pribadi/persona 
jasmani dan pribadi rohani. Persona rohani ini disebut pula sebagai  
jiwa. Persona rohani merupakan prinsip keselesaian dan 
kesempurnaan dan sifatnya baik serta abadi dan tidak ada yang 
perlu diperbaiki lagi. Oleh karena itu, persona rohani mendorong 
pada perbuatan-perbuatan yang baik dan mengarahkan manusia 
pada usaha transendensi diri dan rekonstruksi diri. Selanjutnya jiwa 
itu akan menggejala atau berfenomena dan menceburkan diri ke 
dalam dunia dengan jalan masuk ke dalam limgkungan jasmani. 
Jasmani manusia merupakan prinsip ketidakselesaian dan tidak 
sempurna. Prinsip inilah yang mengarahkan manusia pada 
destruksi, kerusakan, kemusnahan, dan kejahatan. 
3. Teori kemauan bebas (free will) 
Teori ini menyatakan bahwa sebab terjadinya kejahatan adalah 
kemauan manusia itu sendiri. 
4. Teori penyakit jiwa 
Teori ini menyebutkan adanya kelainan-kelainan yang bersifat 
psikis, sehingga individu yang berkelainan ini sering melakukan 
kejahatan-kejahatan. Penyakit jiwa tersebut berupa psikopat dan 
defektmoral. 
5. Teori fa’al tubuh (fisiologis) 
Teori ini menyebutkan sumber kejahatan adalah ciri-ciri jasmaniah 
dan bentuk jasmaniahnya. Yaitu pada bentuk tengkorak, wajah, 
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dahi, hidung, mata, rahang, telinga, leher, lengan, tangan, jari-jari, 
dan anggota badan lainnya.   
Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 terdapat lima teori 
atau mahzab yang sangat menonjol dalam kriminologi, yaitu: 
1. Teori yang menitikberatkan pengaruh antropologis yang disebut 
mahzab Italia 
Pelopor dari mahzab ini adalah Cessare Lambrosso, Enrico Ferri 
dan Rafaelle Gorofalo. adapun beberapa pendapat dari para ahli 
penganut aliran ini yaitu: 
Berdasarkan penelitiannya, Lombrosso (A.S. Alam,2010: 36) 
mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan, yaitu : 
a. Born criminal, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme. 
b. Insane criminal, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari 
beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu 
kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan 
salah. Contohnya adalah kelompok idiot, embisil, atau paranoid.  
c. Occasional criminal, atau Criminaloid, yaitu pelaku kejahatan 
berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga 
mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan 
(habitual criminals).  
d. Criminal of passion, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan 
tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan. 
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Meskipun teori Lombrosso dianggap sederhana dan naïf untuk 
saat ini. 
Franz Joseph Gall (Kartini Kartono,1992:144) seorang pembina 
phrenology dan psikologi fisiologis menyatakan: 
“Timbulnya kejahatan disebabkan oleh degenerasi jasmani-
rohani atau oleh retrograde/kemunduran unsur psikis dan 
fisik. Khususnya kejahatan itu disebabkan oleh efek-efek 
degeneratif dari pusat otak.” 
 
  
Marro (italia) (Kartini Kartono,1992:144) berkata:  
“Kriminalitas itu disebabkan oleh kerusakan gizi pada sistem 
syaraf di sentral otak,sehingga mengakibatkan kerusakan 
fungsi dari mekanisme manusia untuk mengadakan 
pengontrolan dan pengendalian diri.” 
 
2. Teori yang menitikberatkan faktor lingkungan sosial atau mahzab 
Perancis 
Mahzab ini dengan tegas menyatakan bahwa pengaruh paling 
mementukan dalam penyebab kejahatan ialah faktor-faktor 
eksternal atau lingkungan sosial dan kekuatan-kekuatan sosial. 
Gabriel Tarde dan Emile Durkheim menyatakan: kejahatan 
merupakan insiden alamiah. Merupakan gejala sosial yang tidak 
bisa dihindari dalam revolusi sosial, dimana secara mutlak terdapat 
satu minimum kebebasan individual untuk berkembang, juga 
terdapat tingkah laku masyarakat yang tidak bisa doduga-duga 
untuk mencuri keuntungan dalam setiap kesempatan. Filsuf 
Aristoteles menyebutkan adanya hubungan di antara masyarakat 
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dengan kejahatan juga Thomas Van Aquino menyatakan timbulnya 
kejahatan disebabkan oleh kemiskinan. 
3. Mahzab bio-sosiologis yang merupakan campuran mahzab Italia 
dan Perancis 
Enrico Ferri adalah seorang pembantu Lambrosso yang merupakan 
pelopor mahzab ini. Ia  menyatakan bahwa kejahatan tidak hanya 
disebabkan oleh konstitusi biologis yang ada pada diri individu saja 
tetapi juga dipengaruhi faktor-faktor eksternal. ada 3 faktor 
penyebab kejahatan menurut Ferri (Kartini Kartono,1992:142-143), 
yaitu: 
1. Individual (antropologis) yang meliputi: usia, jenis kelamin, 
status sipil, profesi atau pekerjaan, tempat tinggal atau domisili, 
tingkat sosial, pendidikan, konstitusiorganis dan psikis. 
2. Fisik (natural,alam) : ras, suku, iklim, fertilitas, disposisi bumi, 
keadaan alam diwaktu malam dan siang hari, musim, kondisi 
meteorik atau keruang angkasa, kelembaban udara, dan suhu 
3. Sosial, meliputi: kepadatan penduduk, susunan masyarakat, 
adat istiadat, agama, orde pemerintah, kondisi ekonomi, industri, 
pendidikan, jaminan sosial, dan lain-lain.   
4. Teori susunan ketatanegaraan 
beberapa filsuf dan negarawan yaitu Plato (427-347 S.M.) 
Aristoteles (384-322 S.M.) dan Thomas Moore dari Inggris (1478-
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1535) beranggapan bahwa struktur ketatanegaraan dan falsafah 
negara itu turut serta menentukan ada tidaknya kejahatan. 
Menurut William Chambils (A. S. Alam, 2010: 75) ada 
hubungan antara kapitalisme dan kejahatan seperti dapat  
ditelaah pada beberapa butir di bawah ini: Dengan 
diindustrialisasikannya masyarakat kapitalis, dan celah antara 
golongan borjuis dan proletariat melebar, hukum pidana akan 
berkembang dengan usaha memaksa golongan proletariat 
untuk tunduk  
1. Mengalihkan perhatian kelas golongan rendah dari 
eksploitasi yang mereka alami  
2. Masyarakat sosialis akan memiliki tingkat kejahatan yang 
lebih rendah karena dengan berkurangnya kekuatan 
perjuangan kelas akan mengurangi kekuatan-kekuatan yang 
menjurus kepada fungsi kejahatan. 
 
5. Mahzab spiritualis 
Mahzab ini mencari sebab-sebab kejahatan pada faktor tidak 
beragamanya individu. Menurut mahzab ini, ketidakpercayaan pada 
Tuhan Yang Maha Kuasa itu menimbulkan banyak ketakutan, 
kecemasan, dan kebingungan. Dan sebagai akibatnya, sering 
timbul agresivitas dan sifat asosial, yang mudah menjerumuskan 
manusia kepada kejahatan-kejahatan. Orang yang atheistis sering 
dibayang-bayangi oleh pikiran-pikiran yang kacau balau dan ide 
yang kegila-gilaan. Terjadilah kemudian disorganisasi dan 
disintegrasi kepribadian, tanpa memiliki rasa sosial dan 
kemanusiaan yang wajar. Dan pengkondisian sedemikian ini 
mendekatkan dirinya pada perbuatan-perbuatan yang jahat. 
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D.  Upaya Penanggulangan Kejahatan  
Penanggulangan kejahatan Empirik (A.S Alam,2010:79-80), 
terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu sebagai berikut :  
1. Pre-Emtif  
Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-
upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah 
terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam 
penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan 
nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma 
tersebut terinternalisasikan dalam diri seseorang. Meskipun ada 
kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi 
tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan 
terjadi kejahatan.  
2. Preventif  
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari 
upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum 
terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ini yang ditekankan 
adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.  
3. Represif  
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau 
kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law 
enforcemmenet) dengan menjatuhkan hukuman. 
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Dalam forum internasional, khususnya dalam perkembangan 
kongres-kongres PBB mengenai “the prevention of crime and 
treatment of offenders”, masalah pencegahan/penanggulangan 
kejahatan lebih banyak dilihat dari konteks kebijakan 
pembangunan/sosial global. 
Adapun strategi kebijakan penaggulangan/pencegahan 
kejahatan menurut kongres-kongres PBB itu pada garis besarnya 
sebagai berikut (Barda Nawawi,2001:77-81): 
1. Meniadakan faktor-faktor penyebab atau kondisi yang 
menimbulkan terjadinya kejahatan. 
Dalam kongres ke-6 tahun 1980 disebutkan antara lain: 
“ Crime prevention strategies should be based upon the 
elimination of causes and conditions giving rise to crime” 
“ The basic crime prevention strategy must consist in 
eliminating the causes and conditions that breed crime” 
“ The main causes of many crime in many countries are 
social inequality, racial and national discrimination, low 
standard living, unemployment and illiteracy among broad 
section of population”  
 
Dalam kongres ke-7 tahun 1985 disebutkan: 
“ The basic crime prevention must seek to eliminate the 
causes and conditions that favour crime” 
 
Deklarasi wina kongres ke-10 tahun 2000 disebutkan: 
“ Comprehensive crime prevention strategies at the 
international, national, regional, and local level must adress 
the root causes ang risk factors related to crime and 
victimization through social, economic, health, educational 
and justice policies”. 
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2. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus ditempuh 
dengan kebijakan integral/sistemik. 
Pengerian “kebijakan integral sistemik” mengandung beberapa 
aspek, antara lain: 
a. Ada keterpaduan antara kebijakan penanggulangan 
kejahatan dengan keseluruhan kebijakan pembangunan 
sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 
b. Ada keterpaduan antara “treatment of offenders” dan 
“treatment of society” 
c. Ada keterpaduan antara “penyembuhan/pengobatan 
simptomatik” dan “penyembuhan/pengobatan kausatif”. 
d. Ada keterpaduan antara “treatment of offenders”, “treatment 
of victim”, dan “treatment of society”. 
e. Ada keterpaduan antara “individual/personal responsibility” 
dengan “structural/functional responsibility”. 
f. Ada keterpaduan antara sarana penal dan non-penal 
g. Ada keterpaduan antara sarana formal dan sarana 
informal/tradisional; keterpaduan antara legal system dan 
extra-legal system. 
h. Ada keterpaduan antara “pendekatan kebijakan” dan 
“pendekatan nilai” 
3. Perlu dibenahi dan ditingkatkan kualitas aparat penegak hukum. 
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4. Perlu dibenahi dan ditingkatkan kualitas institusi dan sistem 
manajemen organisasi/manajemen data. 
5. Disusunnya beberapa “Guidelines”, “Basic Principles”, 
“Standard Minimum Rules”. 
6. Ditingkatkannya kerja sama internasional dan bantuan teknis 
dalam rangka memperkokoh the rule of law dan management of 
criminal justice system. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Dalam proses penyusunan skripsi ini, salah satu tahap yang 
harus dilalui penulis adalah tahap penelitian. Penelitian ini dilakukan 
dalam wilayah hukum Kota Bau-Bau, dalam hal ini tempat penulis 
melakukan penelitian adalah Polres Bau-Bau, Kejaksaan Negeri Bau-
Bau dan Pengadilan Negeri Bau-Bau. Alasan pemilihan Kota Bau-Bau 
sebagai lokasi penelitian adalah karena  Kota Bau-Bau adalah daerah 
asal penulis sehingga hasil penelitian ini bisa menjadi kontribusi 
penulis demi terciptanya penegakan hukum yang berkualitas serta 
terciptanya masyarakat yang taat hukum di Kota Bau-Bau. 
 
B. Jenis Dan Sumber Data 
 Penelitian ini terdiri atas 2 macam jenis data, yaitu :  
1. Data primer: yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil 
wawancara mendalam (interview) dan penelitian secara 
langsung dengan pihak terkait tentunya yang mempunyai 
hubungan dalam penulisan skripsi ini. Data yang diperoleh dari 
hasil wawancara ini akan dijelaskan dengan bahasa yang umum 
dan mudah dimengerti. 
2. Data sekunder: yaitu data yang diperoleh Penulis dari berbagai 
sumber literatur yang berhubungan dengan masalah yang 
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dibahas. Data juga diperoleh dari buku-buku, media cetak, 
media elektronik, tulisan, makalah, Undang-Undang, serta 
pendapat para pakar hukum. 
  
C. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang Penulis lakukan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Observasi, yaitu secara langsung turun ke lapangan untuk 
melakukan pengamatan guna mendapatkan data yang dibutuhkan 
baik data primer maupun data sekunder.  
2. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan 
para pihak yang dianggap dapat memberikan keterangan yang 
diperlukan dalam pembahasan objek penelitian.  
3. Studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara 
mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan 
permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.  
 
D. Teknik Analisis Data 
Dalam mengelola data yang diperoleh, maka penulis 
menggunakan metode analisis deskriptif yaitu suatu cara menganalisa 
data-data yang telah diperoleh, baik data primer maupun data 
sekunder dengan menggunakan bahasa atau kalimat sendiri , 
45 
 
menggambarkan menurut kategori yang ada untuk memperoleh 
kesimpulan. 
Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode 
induktif yaitu suatu metode pembahasan yang dimulai dari hal-hal yang 
bersifat umum untuk dapat menarik kesimpulan yang bersifat khusus. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran umum lokasi penelitian 
Terbentuknya Kota Bau-Bau secara otonom dan mandiri 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 merupakan 
peluang sekaligus tantangan didalam mengisi pembangunan daerah 
sebagaimana tuntutan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan 
dan pembinaan masyarakat yang digariskan dalam Undang-Undang 
Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan 
kewenangan Otonomi Daerah dimaksud, Pemerintah Kota Bau-Bau 
dituntut untuk meningkatkan kemandirian melalui prakarsa dan inisiatif 
didalam menggali potensi sumberdaya yang tersedia untuk sebesar- 
sebesarnya dikelola dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan seluruh 
masyarakat Kota Bau-Bau. Kota Bau-Bau adalah daerah penghubung  
antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur 
Indonesia (KTI).  
Secara geografis Kota Bau-Bau terletak di bagian Selatan 
Provinsi Sulawesi Tenggara dengan posisi koordinat sekitar 5.21°–
5.33° Lintang Selatan dan 122.30°–122.47° Bujur Timur. Kota Bau-Bau 
berada di Pulau Buton, dan tepat terletak di Selat Buton dengan 
Pelabuhan Utama menghadap Utara. Di kawasan selat inilah aktivitas 
lalu lintas perairan baik nasional, regional maupun lokal sangat intensif. 
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Secara fisik, Kota Bau-Bau terletak di Pulau Buton, tepatnya di 
Selat Buton yang mempunyai aktivitas kelautan yang sangat tinggi 
batas-batas administrasi, Sebelah Utara berbatasan dengan 
Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton, Sebelah Timur berbatasan 
dengan Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, Sebelah Selatan 
berbatasan dengan Kecamatan Batauga Kabupaten Buton dan 
Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Buton. 
Luas wilayah daratannya sekitar 221,00 km2 yang tersebar 
dalam 4 kecamatan dan 38 kelurahan berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau. Pada 
saat ini wilayah Kota Bau-Bau dibagi menjadi 8  wilayah kecamatan 
yaitu Kecamatan Wolio, Kecamatan Betoambari, Kecamatan Sorawolio, 
Kecamatan Bungi,  Kecamatan Kokalukuna, Kecamatan Murhum, 
Kecamatan Lea-Lea dan Kecamatan Batupoaro. Berikut adalah peta 
wilayah Kota Bau-Bau:  
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Data dari Badan Pusat Statistik Kota Bau-Bau menunjukkan 
bahwa jumlah penduduk Kota Bau-Bau adalah sebanyak 139.717 jiwa 
pada tahun 2011. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 68.997 jiwa 
sedangkan jumlah perempuan sebanyak 70.720 jiwa. 
 
B. Data Kejahatan Perjudian Di Kota Bau-Bau 
Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), ditugaskan oleh 
negara sebagai penyidik tunggal terhadap setiap tindak pidana umum. 
Hal ini dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
( KUHAP ) Pasal 6 ayat (1) sub a bahwa penyidik adalah pejabat polisi 
Negara Republik Indonesia. Perjudian sebagai tindak pidana umum 
yang diatur dalam KUHPidana dan merupakan wewenang kepolisian 
untuk mengadakan penyidikan, sehingga di Kepolisian dapat diketahui 
tentang jumlah kejahatan dalam hal ini adalah kejahatan perjudian. 
Seperti halnya dengan daerah lain, di Kota Bau-Bau sendiri 
kejahatan perjudian telah menjadi masalah sosial yang dihadapi 
masyarakat. Hal ini telah membawa dampak negatif dan merugikan 
penduduk atau masyarakat Kota Bau-Bau sendiri.  
Untuk mengetahui bagaimana kejahatan perjudian di Kota Bau-
Bau, maka dibawah ini penulis memaparkan data jumlah kasus 
perjudian yang ditangani oleh Kepolisian Resort Kota Bau-Bau dalam 
kurun waktu 5 ( lima ) tahun terakhir, yaitu tahun 2009 sampai tahun 
2013.  
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 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh Penulis di kantor 
Kepolisian Resort Kota Bau-Bau, bahwa jumlah kasus kejahatan 
perjudian di Kota Bau-Bau dari tahun 2009 sampai tahun 2013 secara 
keseluruhan tercatat ada 62 kasus. Untuk lebih jelasnya penulis 
memaparkan dalam bentuk tabel di bawah ini: 
Tabel 1 
Data kasus perjudian di Kota Bau-Bau tahun 2009-2013 
NO Tahun Laporan masuk Laporan selesai 
1 2009 13 13 
2 2010 12 12 
3 2011 16 16 
4 2012 12 12 
5 2013 9 9 
Jumlah 62 62 
Sumber data: Polres Bau-Bau tahun 2014 
Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kasus 
perjudian yang terjadi di Kota Bau-Bau pada tahun 2009 adalah 
sebanyak 13 kasus. Jumlah tersebut kemudian berkurang pada tahun 
2010 yaitu sebanyak 12 kasus. Jumlah kasus tersebut sempat 
mengalami peningkatan yang besar pada tahun 2011 yaitu sebanyak 
16 kasus. Akan tetapi angka tersebut mengalami penurunan pada dua 
tahun berikutnya yaitu terdapat 12 kasus pada tahun 2012 dan hanya 
terdapat 9 kasus pada tahun 2013. Tabel diatas juga menunjukkan 
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bahwa seluruh laporan masuk  mengenai kasus perjudian yang terjadi 
di Kota Bau-Bau dilimpahkan ke kejaksaan, dan diputus oleh 
Pengadilan Negeri Bau-Bau.    
Adapun jenis perjudian yang ditangani oleh pihak kepolisian 
adalah judi jenis togel, kiu-kiu,  joker, sambung tulang, dingdong, dan 
pancing botol. Dari semua jenis perjudian tersebut, judi togel 
merupakan judi yang paling sering ditangani oleh pihak kepolisian.  
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di kantor 
Kepolisian Resort Kota Bau-Bau, Kejaksaan Negeri Bau-Bau, dan 
Pengadilan Negeri Bau-Bau, Penulis menemukan bahwa rata-rata 
tuntutan jaksa terhadap pelaku perjudian adalah antara 3-7 bulan 
penjara. Penulis juga menemukan bahwa kasus perjudian di Kota Bau-
Bau tidak pernah divonis bebas. Akan tetapi, vonis yang dijatuhkan 
majelis hakim terhadap pelaku perjudian tidak pernah lebih dari 7 
bulan. 
 Menurut Arif Wahyu Irawan, salah seorang hakim di Pengadilan 
Negeri Bau-Bau (wawancara tanggal 23 April 2013) mengemukakan 
bahwa tidak adanya pelaku perjudian yang divonis bebas disebabkan 
karena pelaku perjudian yang terjadi di Kota Bau-Bau adalah pelaku 
yang tertangkap tangan ketika sedang melakukan kejahatannya. Lebih 
lanjut, ia menyatakan bahwa di Kota Bau-Bau tidak ditemukan adanya  
residivis dalam kejahatan perjudian sehingga majelis hakim umumnya 
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menjatuhkan hukuman yang rendah karena dianggap telah 
memberikan efek jera kepada pelaku perjudian. 
 
C. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan perjudian di Kota 
Bau-Bau 
Ada beberapa pandangan mengenai faktor-faktor penyebab 
terjadinya kejahatan perjudian di Kota Bau-Bau. Menurut Baharuddin, 
Kaurbin ops Reskrim Polres Bau-Bau ( wawancara tanggal 29 April 
2014 ) bahwa terdapat 3 faktor dominan yang menyebabkan maraknya 
kejahatan perjudian di Kota Bau-Bau. Yang pertama adalah 
disebabkan oleh kurangnya ketersediaan lapangan kerja dan tingginya 
angka pengangguran di Kota Bau-Bau. Faktor yang kedua adalah 
sumber daya manusia di Kota Bau-Bau tidak banyak yang memiliki 
keterampilan, dan faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan. 
Menurut Arif Wahyu Irawan, ( wawancara tanggal 23 April 
2014 ), faktor-faktor yang menyebabkan maraknya kejahatan perjudian 
di Kota Bau-Bau adalah faktor ekonomi. Sebagai mana diketahui, 
kupon putih adalah jenis perjudian yang paling banyak dilakukan 
dimana para pelaku rata-rata adalah pembeli yang secara ekonomi 
dibawah. Di samping itu, sumber dari kejahatan perjudian ini belum 
tertangkap, yaitu bandar judi. Dan yang terakhir adalah faktor 
pendidikan, dimana para pelaku adalah orang-orang dengan tingkat 
52 
 
pendidikan rendah sehingga memiliki pemahaman yang kurang 
panjang dan tidak mengerti akibat dari perbuatannya. 
Berdasarkan hasil penelitian, maka Penulis membagi faktor-
faktor penyebab terjadinya kejahatan perjudian dalam dua garis besar, 
yaitu faktor yang berasal dari dalam diri pelaku atau faktor internal dan 
faktor yang berasal dari luar diri pelaku yaitu faktor eksternal. 
Adapun faktor-faktor internal maraknya kejahatan perjudian di 
Kota Bau-Bau adalah sebagai berikut: 
1. Faktor ekonomi 
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa mayoritas pelaku 
perjudian di Kota Bau-Bau adalah pelaku judi kupon putih atau togel, 
dimana umumnya pelaku adalah para pembeli yang secara ekonomi 
berada dibawah/rendah. Kebanyakan motif dari pelaku perjudian di 
Kota Bau-Bau adalah karena adanya desakan dan himpitan ekonomi, 
sehingga mendorong para pelaku perjudian untuk mencari keuntungan 
dan menambah penghasilan dengan berjudi.  Bagi masyarakat dengan 
status  ekonomi yang rendah perjudian seringkali dianggap sebagai 
suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Hal ini 
disebabkan karena dengan modal kecil para pelaku judi berharap 
mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau menjadi kaya 
dalam sekejab tanpa usaha yang besar. Tidak mengherankan jika 
pada masa undian di Indonesia zaman orde baru yang lalu, 
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peminatnya justru lebih banyak dari kalangan masyarakat ekonomi 
rendah seperti tukang becak, buruh, atau pedagang kaki lima. 
Di samping itu juga didorong oleh adanya keinginan keras untuk 
memperoleh keuntungan yang besar atau berlipat ganda, dengan cara 
taruhan yang kemenangannya tergantung pada untung-untungan dan 
juga kadang-kadang karena kemahiran bermain.  
Berdasarkan wawancara dengan pelaku B ( wawancara tanggal 
18 April 2014 ) yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang ojek 
mengungkapkan bahwa pekerjaan sehari-harinya tidak dapat 
memenuhi semua kebutuhan hidup keluarganya, sehingga untuk 
memperoleh penghasilan tambahan ia nekat menjadi pengecer. 
Ketimpangan antara penghasilan dengan kebutuhan yang 
semakin meningkat menyebabkan seseorang cenderung terjerumus 
dalam kejahatan perjudian. Seorang pedagang kecil, tukang bentor, 
tukang ojek, tukang becak, pengangguran, bahkan ibu rumah tangga 
yang berpenghasilan rendah dan hampir-hampir tidak mencukupi bagi 
pemenuhan hidup keluarganya cenderung melakukan perjudian. 
Seseorang yang mempunyai penghasilan rendah yang ingin cepat 
kaya dan mendapatkan keuntungan yang besar umumnya melakukan 
hal-hal yang sifatnya untung-untungan dengan harapan akan 
mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini diharapkan dapat 
digunakan untuk tambahan belanja maupun memenuhi kebutuhan 
lainnya.  
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Pelaku perjudian tidak pernah sadar bahwa judi hanya semakin 
memperparah kehidupan mereka. mereka hanya tergiur akan pelipat-
gandaan uang mereka ketika menang, tanpa memperhitungkan uang 
setiap hari yang dikeluarkan untuk berjudi. Ketika seseorang menang, 
maka berita tersebut akan tersebar ke mana-mana sehingga seolah-
olah dengan mudahnya seseorang mendapat uang banyak hanya 
dengan mengeluarkan sedikit uang. Tetapi ketika mereka kalah, tidak 
ada yang membicarakan hal ini. 
2. Faktor iseng atau coba-coba 
Salah satu faktor yang juga menjadi pendorong maraknya 
kejahatan perjudian adalah adanya faktor keisengan dan keinginan 
untuk mencoba dari pelaku.  
Disadari atau tidak, faktor ini adalah faktor yang sangat 
berbahaya yang sewaktu-waktu dapat menyebabkan seseorang 
semakin terjerumus kedalam kejahatan perjudian.  seseorang yang 
tadinya hanya melakukan permainan judi untuk sekedar iseng untuk 
melewati waktu luang, dan akhirnya terpuruk menjadi penjudi yang 
ketagihan dan lebih parah lagi menjadi penjudi yang sarat problem, 
baik kejiwaan maupun struktur keuangan, serta kacaunya stuktur 
kewajiban ( kerja, keluarga dan sebagainya ). Apa yang pernah 
dipelajari dan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan akan terus 
tersimpan dalam pikiran seseorang dan sewaktu-waktu ingin diulangi 
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lagi. Adapun jenis judi yang dijadikan sebagai hiburan oleh para pelaku 
adalah jenis kiu-kiu dan joker.  
Berdasarkan wawancara dengan salah seorang pelaku A 
( wawancara tanggal 17 April 2014 ) , ia menyatakan bahwa ada 
kesenangan sendiri yang diperoleh ketika sedang memandang kartu 
remi. Meskipun ia harus kalah dalam permainan, ia tidak pernah 
merasakan kerugian, karena baginya itu hanya sebuah hiburan. 
Adapun faktor eksternal penyebab maraknya kejahatan 
perjudian di Kota Bau-Bau adalah sebagai berikut: 
1. Faktor lingkungan 
Dorongan berjudi terhadap seseorang diciptakan oleh orang-
orang yang ada di lingkungan sekitar, bisa saja dari keluarga, teman-
teman, atau orang-orang yang sering atau biasa ditemui. Orang-orang 
tersebut membawa pengaruh judi yang tidak dapat dihindari, hal 
tersebut terjadi karena kuatnya dorongan yang diciptakan oleh 
lingkungan. Dorongan yang diberikan oleh mereka disampaikan dalam 
bentuk kata-kata maupun tindakan. 
Edwin H. Sutherland  dan Donald R. Cressey (1966:81) 
menjelaskan bahwa: 
“ criminal behavior is learned in an interaction with other person 
in a process of communication. This comunication is verbal in 
many respects but icludes also the communication of gestures.”  
 
Pada intinya, Sutherland dan Cressey mengemukakan  bahwa 
tingkah laku atau perbuatan jahat dapat terjadi melalui proses 
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komunikasi dengan orang lain, baik secara verbal maupun non verbal . 
Sutherland dan Cressey juga berpendapat bahwa orang-orang 
terdekat adalah bagian utama yang membentuk perilaku seseorang 
dalam berbuat kejahatan. 
Sementara itu, Frank Tanembaum (Sue Titus Reid,1979: 175) 
menyatakan bahwa para pelaku kejahatan bukanlah sebuah gejala, 
melainkan produk yang dihasilkan oleh masyarakat. 
Perjudian jenis joker dan kiu-kiu adalah contoh perjudian 
dimana para pelaku didorong oleh lingkungan sekitar, terutama teman. 
Perjudian jenis ini selalu dilakukan secara berkelompok. Perjudian 
jenis ini tidak mungkin terjadi jika tidak ada pihak yang memiliki ide 
untuk memulai. Ketika telah ada pihak yang memiliki ide untuk 
memulai, maka pihak tersebut kemudian mendorong pihak yang lain 
untuk ikut turut serta berjudi. Pihak yang memiliki ide tersebut secara 
tidak langsung telah menyebabkan pelaku yang lain menjadi penjudi.  
Dalam perjudian kupon putih/togel, para pengecer tidak segan-
segan lagi menjalankan perannya sebagai pencatat nomor togel 
karena keluarga terdekat tidak ada yang melarang bahkan ikut-ikutan 
memasang nomor. Dari pernyataan diatas, ada dua lingkungan yang 
berpengaruh terhadap kepribadian/jiwa seseorang untuk melalukan 
judi togel. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Karena di 
lingkungan keluarga pertama kali seseorang dididik, dibesarkan, 
mendapatkan kesempatan bertemu dengan sesama manusia, dan 
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memperoleh pengetahuan-pengetahuan tentang norma-norma yang 
ada di masyarakat.  
Lingkungan yang kedua adalah lingkungan masyarakat. Dalam 
lingkungan bermasyarakat, seseorang selalu berhubungan dengan 
kehidupan masyarakat yang lain. Dapat dikatakan apabila lingkungan 
tempat tinggalnya baik maka akan baik pula manusianya, namun 
sebaliknya apabila lingkungannya buruk atau jahat maka manusianya 
pun akan berlaku jahat. Misalnya saja seseorang yang tinggal di 
lingkungan yang mayoritas masyarakatnya gemar bermain judi, maka 
orang tersebut lama-kelamaan akan ikut melakukan permainan judi. 
Karena baik secara langsung maupun tidak langsung seseorang akan 
terbiasa dengan kebiasaan masyarakat tersebut untuk bermain judi 
dan cenderung berbuat sesuai dengan lingkungannya. 
Pelaku C ( wawancara tanggal 21 April 2014 ) mengungkapkan 
bahwa ia tertarik untuk berjudi karena didorong oleh lingkungan sekitar. 
Mendengar cerita keberhasilan dari teman-temannya membuatnya ikut 
terdorong untuk turut serta berjudi.  
Lingkungan sosial memiliki pengaruh yang sangat besar 
terhadap keinginan subjek membeli togel. Berita mengenai para 
penjudi yang berhasil menang memberikan kesan kepada para calon 
penjudi kemenangan dalam perjudian adalah suatu yang biasa, mudah 
dan dapat terjadi pada siapa saja padahal kenyataannya kemungkinan 
menang sangatlah kecil.  
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2. Kurangnya ketersediaan lapangan kerja dan tingginya 
angka pengangguran 
Kurangnya ketersediaan lapangan kerja dan tingginya angka 
pengangguran menjadi  salah satu penyebab  maraknya kejahatan 
perjudian.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak sedikit pelaku 
perjudian adalah pelaku yang tidak memiliki pekerjaan lain sehingga  
menjadikan judi sebagai sumber penghasilannya. Tingginya angka 
pengangguran ini tidak terlepas dari minimnya lapangan kerja yang 
tersedia. 
 Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan tingkat pengangguran 
terbuka di Indonesia pada Februari 2012 mencapai 6,32% atau 7,61 
juta orang. Sementara itu, Organisasi Perburuhan Internasional 
( International Labour Organization ) mencatat, jumlah pengangguran 
di Indonesia  mencapai 6,25% hingga Agustus 2013. Sedangkan di 
Kota Bau-Bau sendiri, pada tahun 2012  jumlah pengangguran 
mencapai 17.285 orang atau sekitar 8,93 %. Presentase 
pengangguran terbuka Kota Bau-Bau ini lebih tinggi dibandingkan 
presentase pengangguran terbuka Indonesia. 
Kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan ini mendorong 
para pelaku perjudian khususnya yang berstatus sebagai 
pengangguran tidak mempunyai pilihan lain untuk mendapatkan 
penghasilan sehingga perjudian menjadi pilihan terakhir demi 
mempertahankan kelangsungan hidupnya. Apalagi perjudian terlihat 
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sangat menjanjikan untuk meraih keuntungan besar dalam waktu 
singkat. 
3. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki 
keterampilan 
Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki 
keterampilan menjadi salah satu faktor yang mendorong perilaku 
berjudi. Hal ini memiliki hubungan yang erat dengan tingginya angka 
pengangguran. Kurangnya keterampilan ini menyebabkan banyak 
orang yang seharusnya berada dalam usia kerja  menjadi 
penggangguran. 
Disamping itu, pendidikan yang rendah menyebabkan 
banyaknya sumber daya manusia yang kurang berkualitas sehingga 
sulit untuk terserap lapangan kerja. 
4. Bandar judi yang tidak pernah tertangkap 
Khusus untuk perjudian kupon putih, keberadaan bandar yang 
tidak pernah tertangkap menjadikan perjudian tidak pernah hilang. 
Keberadaan bandar ini menjadi pendorong sehingga para pengepul, 
pengecer dan pembeli kupon putih tetap melakukan kejahatannya.  
Penegakan hukum yang selama ini dilakukan kepolisian hanya 
menjerat para pelaku yang pada umumnya adalah pembeli, sementara 
bandar perjudian yang merupakan otak ataupun induk dari segala 
kegiatan perjudian belum tertangkap. Bagaimanapun kerasnya usaha 
dari kepolisian untuk melakukan pemberantasan terhadap keberadaan 
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perjudian kupon putih, semuanya akan sia-sia apabila bandar judi yang 
merupakan induk dari semua sumber kejahatan ini belum diberantas. 
Bahkan, salah seorang mantan bandar judi togel berinisial S 
dalam Harian Online Media Sultra.com tanggal 20 Maret 2014 
mengungkapkan  bahwa sejak pertama kali membuka judi togel, ia 
seringkali berpindah-pindah tempat tinggal. Namun, ketika salah satu 
anak buahnya tertangkap ia selalu meminta penangguhan penahanan 
sehingga dirinya ikut dijebloskan ke dalam tahanan. Warga lain 
berinisial W  mengungkapkan bahwa kejahatan perjudian di Kota Bau-
Bau berlangsung di hampir seluruh kelurahan dan desa di Kota Bau-
Bau, bahkan bandarnya tiap tahun bertambah. 
    
D. Kendala-kendala yang dialami aparat penegak hukum dalam 
memberantas perjudian di Kota Bau-Bau 
Adapun kendala-kendala yang dialami aparat penegak hukum 
dalam memberantas perjudian di Kota Bau-Bau adalah: 
1. Minimnya informasi dari masyarakat 
Salah satu kendala yang menyebabkan maraknya perjudian 
sehingga sulit diberantas adalah disebabkan oleh minimnya kesadaran 
masyarakat untuk memberikan informasi kepada pihak kepolisian.  
Masyarakat yang seharusnya memegang peranan penting dalam 
memberikan laporan kepada pihak kepolisian seakan cuek dan tidak 
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peduli. Hal ini tidak lain sebabkan karena keberadaan perjudian yang 
semakin merebak seolah-olah telah menjadi hal yang  biasa terjadi.  
Masyarakat yang bertempat tinggal di lingkungan yang sering 
menjadi tempat perjudian pun merasa kegiatan tersebut adalah 
sesuatu hal yang wajar dan sudah menjadi suatu kebiasaan. 
Kesadaran hukum dan keterbukaan dari masyarakat sangat kurang, 
bahkan hampir tidak ada. Karena sebagian besar dari mereka 
cenderung hanya bermasa bodoh dan seolah-olah memandang 
perjudian sebagai sesuatu hal yang tidak melanggar hukum, sehingga 
tidak perlu untuk dipermasalahkan, bahkan sebagian dari mereka 
berpendapat bahwa perjudian itu hanyalah sebuah pelanggaran kecil. 
Masyarakat sepertinya tidak ada yang peduli terhadap tindak pidana 
perjudian yang terjadi di lingkungannya.  
Masyarakat tidak pernah menyadari bahwa dengan melakukan 
pembiaran, dengan menyebabkan merajalelanya judi, sewaktu-waktu 
hal tersebut dapat mendorong perilaku berjudi tersebut kepada 
masyarakat lainnya. 
Menurut Baharuddin (wawancara tanggal 29 April 2014), 
Kaurbin ops Reskrim polres Bau-Bau, masalah terbesar dalam 
melakukan pemberantasan perjudian di Kota Bau-Bau ini adalah 
kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Selama ini 
kepolisian mengalami kendala karena kurangnya informasi dari 
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masyarakat. Padahal selain polisi masyarakat juga punya peran besar 
untuk memberantas perjudian. 
 
2. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara 
langsung memberikan dampak  yang sangat besar terhadap maraknya 
kejahatan, khususnya kejahatan perjudian. Apabila pada kurun waktu 
satu dekade yang lalu perjudian biasa dilakukan dengan cara bertatap 
muka langsung antara pelaku, sekarang para pelaku tersebut sudah 
tidak perlu melakukan hal tersebut.  
Kecanggihan teknologi informasi sangat memungkinkan pelaku 
kejahatan perjudian untuk berjudi tanpa perlu bertemu. Perjudian bisa 
dilakukan kapan saja, dimana saja, dan dengan siapa saja. 
Kecanggihan teknologi ini menawarkan para pelaku perjudian 
kenyamanan karena para pelaku tidak perlu takut apabila terjadi 
penggerebekan oleh kepolisian. 
Kecanggihan teknologi menjadikan para pelaku perjudian 
semakin leluasa dalam melaksanakan aksinya. 
3. Pelaksanaan perjudian yang semakin rapi 
Perkembangan perjudian yang semakin marak dan 
menguntungkan bagi pelaku terutama bandar-bandar perjudian 
mendorong penegak hukum khususnya kepolisian semakin gencar 
dalam berusaha melakukan pemberantasan. Akan tetapi, disisi lain 
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para pelaku perjudianpun memiliki berbagai macam cara untuk 
menyembunyikan kegiatannya. 
Para pelaku perjudian yang pada awalnya sangat terbuka dalam 
melaksanakan kegiatannya kini semakin sadar akan bahaya dari 
kegiatannya tersebut, sehingga kini pelaksanaan perjudian semakin 
rapi sehingga sulit  untuk diketahui oleh aparat penegak hukum, 
khususnya kepolisian. 
Penulis kemudian membandingkan kondisi kegiatan perjudian 
yang berlangsung pada tahun 2006 dengan tahun 2014. Pada tahun 
2006 pelaku perjudian khususnya kupon putih/togel sangat terbuka 
dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Para pengecer bahkan 
berani menawarkan kegiatannya dari rumah ke rumah tanpa ada rasa 
takut bahwa apa yang dilakukannya adalah kejahatan. Bahkan pada 
saat itu ada pelaku perjudian yang tidak sadar bahwa apa yang 
dilakukannya adalah sebuah kejahatan. Pada tahun 2006, dalam 
waktu satu kali 24 jam hanya ada satu kali pengumuman pemenang. 
Pada tahun 2014, pengumuman pemenang dilakukan 2 kali dalam 
waktu 24 jam. Hal ini menunjukkan bahwa para pelaku perjudian 
semakin gencar dalam melaksanakan aksinya. Akan tetapi berbanding 
terbalik dengan apa yang terjadi ditahun 2006. Para pengecer yang 
tadinya harus turun langsung menawarkan kepada pembeli untuk 
berjudi kini hanya menunggu pelanggan datang saja.   
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penjelasan dan pembahasan diatas, maka penulis 
menari kesimpulan sebagai berikut: 
1. Terjadinya kejahatan perjudian didorong oleh faktor yang berasal 
dari dalam diri pelaku atau faktor internal dan faktor yang berasal 
dari luar diri pelaku atau faktor eksternal. Adapun faktor faktor 
internal yang menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian yaitu , 
faktor ekonomi dan  faktor keisengan atau keinginan untuk 
mencoba. Sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan 
terjadinya kejahatan perjudian adalah faktor lingkungan, kurangnya 
ketersediaan lapangan kerja dan tingginya angka pengangguran,  
kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, dan 
keberadaan bandar perjudian yang belum pernah tertangkap.   
2. Adapun kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam 
melakukan pemberantasan perjudian adalah kurangnya informasi 
dari masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
serta pelaksanaan kejahatan perjudian yang semakin rapi. 
 
B. Saran  
1. Pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum tingkat pertama 
harus meningkatkan intensitas penyuluhan-penyuluhan 
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kejahatan, khususnya yang terkait dengan kejahatan perjudian 
serta bahaya dan ancaman hukumannya sehingga masyarakat 
menjadi tahu dan jera untuk berjudi. 
2. Kepolisian sebaiknya meningkatkan pengawasan dan 
melakukan patroli khusus terhadap tempat-tempat yang 
terindikasi rawan terhadap terjadinya perjudian. 
3. Pemerintah kota sebaiknya mendayagunakan aparaturnya 
sampai ke tingkat RT untuk mengawasi kegiatan 
masyarakatnya dan senantiasa berkoordinasi dengan aparat 
setempat. 
4. Pemerintah kota sebaiknya menghimbau kepada 
masyarakatnya agar memberikan laporan kepada pihak 
kepolisian apabila terjadi kegiatan perjudian.  
5. Bagi pelaku perjudian, kesadaran dari masing-masing individu 
sangat diperlukan untuk memerangi dan memberantas 
perjudian karena perjudian merupakan kejahatan yang 
memberikan efek negatif terhadap kehidupan.  
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